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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN 

ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM 

 

Oleh 

 

DWINA LUTHFIAH 

 

Setelah perkawinan, laki-laki dan perempuan akan menerima tugas dan 

tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab tersebut bukanlah 

sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Salah satu yang menjadi titik pokok 

permasalahan dan hambatan dalam perkawinan ialah tidak terjalankannya fungsi 

dan tugas dari tanggung jawab pada para pihak (suami-istri) dalam perkawinan itu 

sendiri, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai dalam hubungan perkawinan. 

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab suami dan istri 

dalam hukum keluarga dan bagaimana analisis hukum terhadap tanggung jawab 

suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Tipe penelitian adalah tipe 

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-

undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka 

(library research). Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif 

hukum keluarga yang dapat dilihat dalam Al-Qur’an dan Hadits, Undang-Undang 

Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pertama, tanggung jawab suami 

istri, yakni tanggung jawab suami berupa memberi mahar, nafkah dan memberi 

pelajaran pada istrinya, sedangkan tanggung jawab istri yaitu menjaga harta dan 

kehormatannya, menaati suami, serta mengatur dan mengurus rumah tangga. 

Kedua, tanggung jawab terhadap anak yaitu memberi nasab yang baik, 

memberikan susu (rada’ah), mengasuh (hadlanah) serta memberikan pendidikan 

yang baik untuk anak tersebut. Ketiga, tanggung jawab terhadap harta, suami dan 

istri bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama dalam 

perkawinan. Berdasarkan analisis hukum terhadap tanggung jawab suami dan istri 

dalam perspektif hukum keluarga Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan 

Hadits, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yakni 

memiliki keharmonisan dalam mengatur tanggung jawab suami dan istri dalam 

perkawinan. 

 

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Tanggung Jawab, Suami dan Istri. 
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ABSTRACT 

LEGAL ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF HUSBAND AND WIFE 

IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW 

By 

 

DWINA LUTHFIAH 

 

After marriage, men and women will receive duties and responsibilities 

according to their respective natures. This responsibility is not something that is 

easy to carry out. One of the main points of problems and obstacles in marriage is 

the non-performance of the functions and duties of the responsibilities of the 

parties (husband and wife) in the marriage itself, so that the goals of marriage 

are not achieved in the marriage relationship. The problem in this study is 

regarding the responsibilities of husband and wife in family law and how is the 

legal analysis of the responsibilities of husband and wife in the perspective of 

Islamic family law. 

This type of research is normative research. The type of research is 

descriptive type. The problem approach used is the statutory approach. The data 

used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary legal materials. The data collection method in this study 

was carried out through library research. The analysis of this research uses 

qualitative analysis. 

The results of this study are the responsibilities of husband and wife in the 

perspective of family law which can be seen in the Al-Qur'an and Hadith, the 

Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, namely: First, the 

responsibilities of husband and wife, namely the responsibility of the husband in 

the form of giving dowry , living and teaching his wife lessons, while the wife's 

responsibilities are to protect her property and honor, obey her husband, and 

manage and manage the household. Second, the responsibility for the child is to 

provide good lineage, provide milk (rada'ah), care for (hadlanah) and provide a 

good education for the child. Third, responsibility for assets, husband and wife 

together have the responsibility to maintain joint assets in marriage. Based on a 

legal analysis of the responsibilities of husband and wife in the perspective of 

Islamic family law which originates from the Al-Qur'an and Hadith, the Marriage 

Law and the Compilation of Islamic Law, namely having harmony in managing 

the responsibilities of husband and wife in marriage. 

 

Keywords: Islamic Family Law, Responsibility, Husband and Wife. 
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MOTO 

 انَِّ مَعَ الۡعسُۡرِ يسُۡرًا

“Sesunggunghnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

-QS. Al-Insyirah: 6- 

“Segala hal sulit dalam hidup kita akan terasa mudah jika kita selalu percaya 

bahwa Allah senantiasa bersama kita.” 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara umum manusia mempunyai keyakinan rohaniah berupa iman yang 

berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia. Manusia 

dalam hubungan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya perlu 

diciptakan suatu keadilan yang memerlukan aturan-aturan hukum dalam rangka 

terciptanya kebutuhan hidup manusia dan diperlukan suatu sistem untuk mencapai 

tujuan tersebut. Hal tersebut diperlukan suatu lembaga yang disebut perkawinan, 

yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan manusia. Suatu 

perkawinan terdapat norma/hukum yaitu: hukum agama, hukum negara dan 

hukum adat.1 

ٰٓايَ ُّ ُّمِنْهُمَاُّي  خَلقََُّمِنْهَاُّزَوْجَهَاُّوَبَثَّ احِدةٍَُّوَّ نُّْنَّفْسٍُّوَّ اُُّّرُِّهَاُّالنَّاسُُّاتَّقوُْاُّرَبَّكُمُُّالَّذِيُّْخَلَقكَُمُّْم ِ ُّكَثِيْرا جَالًا

نسَِاۤءاُّ  وَّ

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 

pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. 

An-Nisa’: 1). 

Ayat ini menjelaskan bahwa asal terjadinya manusia dari zat tertentu yang 

menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dari pasangan itu pula timbulah 

 
1 Amnawaty, 2013, Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri, Bandar Lampung: Aura Utama 

Raharja, hlm. 8. 



2 
 

 
 

generasi penerus, yang mana hal ini dimaksudkan bagi manusia untuk 

melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus kehidupan manusia selanjutnya 

melalui suatu ikatan perkawinan yang sah. 

Perkawinan tidak hanya dilakukan dalam hubungan antar kemanusiaan saja, 

melainkan pula berhubungan dan berkaitan dengan ketuhanan juga dan Rasulullah 

telah banyak mengajarkan mengenai perkawinan melalui haditsnya serta 

Rasulullahpun telah mempraktikkan perkawinan dalam kehidupannya yang dalam 

hal ini dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Maka dari itu perkawinan yang 

dilakukan oleh umat Islam adalah salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang 

dalam hal ini menjadikan hubungan antara seorang laki-laki sebagai suami dan  

seorang perempuan sebagai istri dalam suatu ikatan yang sah dan terhormat. Hal 

ini juga dijadikan suatu pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.2 

Kelompok terkecil dalam suatu negara adalah rumah tangga yang terbentuk dalam 

suatu masyarakat yang selanjutnya menciptakan generasi penerus untuk hidup 

yang akan datang. Rumah tangga menimbulkan sebuah unit dalam suatu 

masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan. Sebuah rumah tangga suami, istri dan anak yang 

merupakan anggota keluarga didalam rumah tangga tersebut diharapkan 

mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan didalamnya. Oleh karenanya, negara 

memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu 

gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.3 Prinsip 

 
2 Ahmad Putra dan Roy Bagaskara, 2020, Konsep Perkawinan Yang Bertanggung Jawab 

Dalam Perspektif Zakiah Daradjat, Yogyakarta: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, hlm. 44-

45. 
3 Ibid., hlm. 48. 
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tersebut dianut dalam Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya 

disebut UU Perkawinan) merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai 

negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan 

negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada 

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat 

Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi 

orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Menjalankan syariat tersebut, 

diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar 

hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, sehingga setiap pasal-

pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk 

perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat 

mutlak.4 

 
4 https://www.mkri.id/index.php/pasal-29-UUD-1945-menjadi-dasar-hukum-perkawinan-

di-indonesia/ diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 14:00 WIB. 
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Perkawinan merupakan suatu hak untuk dilaksanakan manusia dalam 

kehidupannya, juga menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, 

maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui 

pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28B ayat 1 bahwa setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah.5 Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan suatu perkawinan 

dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu. Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan yang paling 

agung dalam hubungan manusia, yang dalam hal ini harus terpenuhi pula syarat-

syarat serta rukun-rukun saat hendak melaksanakannya. Perkawinan Islam 

mengatur mengenai tanggung jawab dan hubungan timbal balik antara suami dan 

istri yang telah melaksanakan pernikahan yang mana hal tersebut wajib untuk 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami maupun istri, sesuai dengan ajaran 

syariat Islam. 

Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita didasarkan pada persetujuan 

keduanya. Berdasarkan Pasal 30 UU Perkawinan bahwa suami istri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar 

dari susunan masyarakat. Hal ini selaras dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam 

(yang selanjutnya disebut KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang 

menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Hal ini berarti dalam perkawinan, 

baik pria dan wanita mempunyai tanggung jawab sebagai suami istri untuk 

melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal 

 
5 Ibid. 
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dan sejahtera berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. 

Berdasarkan hal tersebut maka kedua pasangan calon yang akan melangsungkan 

sebuah perkawinan perlu memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang akan 

diterima oleh keduanya dalam menyelenggarakan perkawinan sehingga tujuan 

perkawinan dapat tercapai. 

Fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat pada 

perkawinan oleh kedua belah pihak menimbulkan sebuah kondisi yang merusak 

eksistensi dari sebuah perkawinan. Betapa seringnya kita melihat banyak 

pasangan yang telah menikah lalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan 

percekcokan dalam sebuah rumah tangga, yang mana rata-rata alasannya itu 

suami tidak menafkahi istrinya. Jadi ketika diterpa pandemi, ekonomi menurun 

dan terjadi cekcok antara suami dan istri, sehingga kebahagiaan dan kedamaian 

tidak dapat ditemukan dalam perkawinan tersebut.6 Sebuah rumah tangga atau 

perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, yaitu masalah yang 

berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, 

dan masalah kesejahteraan harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling 

pengertian dalam segala hal.. Apabila suami dan istri dapat memenuhi tugasnya 

dan bertanggung jawab, maka kemungkinan akan terjadinya pertengkaran dalam 

kehidupan rumah tangga akan berkurang. 

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk 

mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian masih banyak 

juga dari masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. 

 
6 https://aceh.tribunnews.com/ratusan-perkara-istri-minta-cerai-masuk-kemahkamah-

syariyah-jantho-aceh-besar-ini-alasannya/ diakses pada pukul tanggal 27 April 2022 pada pukul 

14.10 WIB. 



6 
 

 
 

Adapun segala sesuatu yang dilaksanakan diperlukan perencanaan terlebih dahulu 

agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berumah tangga. 

Hal yang perlu direncanakan sebelum berumah tangga atau menikah yaitu salah 

satunya mengenai usia dewasa calon mempelai. 

Kedewasaan secara yuridis berarti memiliki kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, baik orang tua ataupun 

walinya. Oleh karena itu, apabila seorang yang telah dewasa dan diakui secara 

hukum, maka ia bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya. Di sini, 

terdapat kewenangan seseorang untuk secara mandiri melakukan suatu perbuatan 

hukum.7 Maka demi tercapainya tujuan serta keharmonisan dalam rumah tangga 

agar nantinya tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu salah 

satunya ketimpangan terhadap tanggung jawab dan kedudukan dalam rumah 

tangga tersebut maka sangatlah diperlukan kemantapan dan kedewasaan dalam 

melaksanakan sebuah pernikahan. 

Disimpulkan bahwa setelah perkawinan, kedua belah pihak laki-laki dan perempuan 

akan menerima tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan 

tugas itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga mereka 

harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Salah satu yang 

menjadi titik pokok permasalahan dan hambatan dalam perkawinan ialah tidak 

terjalankannya fungsi dan tugas dari tanggung jawab pada para pihak (suami-istri) 

dalam perkawinan itu sendiri. Sehingga, tujuan perkawinan yang telah disebutkan 

 
7 Satih Saidiyah dan Very Julianto, 2016, Problem Pernikahan Dan Strategi 

Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah 

Sepuluh Tahun, Yogyakarta: Jurnal Psikologi Undip, hlm. 125. 
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sebelumnya tidak dicapai oleh pasangan yang telah mengikat dalam hubungan 

perkawinan. 

Selain tanggung jawab laki-laki dan perempuan akan mendapatkan peran baru, 

laki-laki berperan sebagai seorang suami, dan perempuan mengambil peran 

sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, keduanya juga berperan sebagai ayah 

dan ibu ketika telah memiliki anak. Secara umum peran kepala keluarga dilakukan 

oleh suami yang tugasnya mencari nafkah untuk melengkapi kebutuhan sandang, 

pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai pendamping istrinya, dengan kata 

lain yaitu menjadi sosok yang selalu ada disampingnya apa pun yang terjadi 

dengan menghabiskan waktu bersama, serta menjadi teman yang setia dan 

menyenangkan. Sebagai seorang suami pula harus melindungi serta membimbing 

istri agar selalu berada di jalan yang benar. Suami tidak hanya menjadi 

pendamping yang baik bagi istrinya, tetapi juga meringankan tugas istri dengan 

cara membantunya seperti mengajak anak-anak bermain dan bersenang-senang 

serta memberikan istirahat yang berkualitas di tengah kesibukan suami dalam 

mencari nafkah. 

Selain peran suami, istri juga memegang peranan yang sangat penting. Selalu 

menjadi pendamping bagi suami serta menjadi seorang ibu yang dapat mendidik 

dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri pula berperan sebagai 

rekan yang baik dan nyaman bagi pasangan hidupnya. Istri pula dapat diajak 

untuk mendiskusikan percakapan mengenai berbagai persoalan. Seorang istri 

adalah kekuatan dan dorongan untuk kemajuan karir bagi suami. Perkawinan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, artinya hal ini secara jelas menjadikan 

pembentukan hubungan perkawinan itu sebagai sebuah pelajaran dan latihan 
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praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang 

timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Keistimewaan dan kelebihan yang 

diberikan Allah swt. kepada manusia menjadikan ia sebagai makhluk yang tidak 

lepas dari yang namanya tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam 

keluarga, dalam ruang lingkup masyarakat dan negara.8 

Pemahaman terhadap suatu konsep perkawinan merupakan salah satu hal yang 

sangat penting karena hal ini adalah suatu keharusan agar tercapainya tujuan yang 

sudah ditetapkan yaitu tercapainya kehidupan berumah tangga yang harmonis dan 

bahagia, dengan terjalankannya tanggung jawab pada suami dan istri setelah 

terjadinya perkawinan, yang khususnya juga agar dapat terlindunginya 

perkawinan tersebut dari perceraian yang memungkinkan terjadi akibat tumpang 

tindih daripada tanggung jawab suami dan istri setelah perkawinan tersebut. 

Maka, sudah saatnya semua orang mempersiapkan bekal dan pengetahuan terkait 

dengan menghadapi sebuah perkawinan, karena perkawinan bukanlah sebuah 

tugas yang mudah serta ada tanggung jawab didalamnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk 

skripsi guna mencari tahu mengenai tanggung jawab suami dan istri dalam 

perkawinan yang dituangkan dalam judul penelitian “Analisis Hukum Terhadap 

Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga 

Islam”. 

 

 

 
8 Ahmad Putra dan Roy Bagaskara, Op cit, hlm. 55. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1) Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan, sebagai berikut: 

a. Apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri dalam hukum 

keluarga? 

b. Bagaimana analisis hukum terhadap tanggung jawab suami dan istri dalam 

perspektif hukum keluarga Islam? 

2) Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan ialah hukum Islam dan 

hukum keluarga mengenai tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif 

hukum keluarga Islam, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum 

Keperdataan. 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan 

kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun 

tujuan dan kegunaan penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri 

dalam hukum keluarga. 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap tanggung jawab 

suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan 

manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 

pada khususnya, serta penulis maupun pembaca mengenai pemahaman yuridis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai upaya 

pengembangan wawasan kajian hukum bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama 

hukum Islam dan hukum keluarga dan untuk memberikan gambaran yang 

jelas dan kaitannya dengan analisis hukum terhadap tanggung jawab suami 

dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, 

pemerintah, dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah 

hukum yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum keluarga, sebagai 

tambahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian mengenai tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan, 

dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Analisis Hukum 

Analisis adalah suatu usaha dalam melakukan sebuah pengamatan yang dilakukan 

secara rinci dengan menggunakan metode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maka dari itu, analisis 

sangat diperlukan dalam menganalisis atau mengamati sesuatu, yang tujuannya 

demi mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan. 

Analisis merupakan suatu kegiatan merangkum sejumlah data dalam kelompok 

besar yang masih mentah, yang selanjutnya dipisahkan atau dibagi semua 

komponen dan bagian yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan yang 

diamati, kemudian menghubungkan data yang dikumpulkan untuk memecahkan 

suatu masalah tersebut. Analisis merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi 

pola secara terus menerus dalam sebuah data yang akhirnya hasil dari analisis 

tersebut dapat digali, diinterpretasikan, dan dimaknai. 9 

Hukum mempunyai banyak dimensi dan aspek, sehingga tidak mungkin 

mengartikan hukum itu yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Walaupun 

tidak terdapat definisi tentang konsep hukum yang lengkap, namun terdapat 

 
9 M. Gani Affan, 2020, Analisis Hukum Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum 

Islam, Universitas Lampung: Skripsi, hlm. 8. 
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berbagai pendapat para ilmuan yang dapat dijadikan pedoman dan batasan bagi 

suatu kajian hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat aturan (perintah 

dan larangan) yang mengatur ketertiban suatu masyarakat, dan oleh karena itu 

masyarakat harus menghormatinya dan taat terhadap hukum. 10 Hukum sebagai 

seperangkat aturan atau kaidah yang terdapat kandungan umum dan bersifat 

normatif, umum karena berlaku untuk semua orang didalamnya dan normatif 

karena mendefinisikan apa yang harus dilakukan dan bagaimana aturan harus 

dipatuhi untuk dilaksanakan. 11 

Kegiatan dalam penelitian yang disebut analisis hukum adalah suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk mencari dan menemukan secara rinci komponen-komponen 

dalam sebuah permasalahan yang kemudian untuk dipelajari lebih dalam serta 

mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, norma hukum dan kaidah hukum 

sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kegiatan menganalisis hukum yaitu 

mengumpulkan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan dasar 

lainnya untuk menarik kesimpulan seperti solusi atau jawaban atas permasalahan 

yang diteliti.12 

B. Tanggung Jawab 

1. Pengertian Tanggung Jawab 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian bahwa tanggung 

jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga 

kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau 

 
10 Satjipto Raharjo, 2005,  Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 38. 
11 M. Gani Affan, Op. Cit, hlm. 9. 
12 Babder Johan Nasution, 2008, Afetode Penelition Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 

hlm 83. 
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memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun pengertian tanggung 

jawab yaitu suatu kesadaran yang dimiliki manusia terhadap perilaku atau 

tindakan seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga 

berarti bertindak sebagai manifestasi dari kesadaran akan kewajiban seseorang, 

sedangkan kewajiban adalah suatu tugas yang diberikan kepada seseorang. 

Kewajiban berbeda dengan hak dan tidak selalu mengacu pada hak. Jadi tanggung 

jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Tanggung 

jawab pula diartikan suatu beban yang ditanggung seseorang yang mengemban 

semua kewajibannya. Artinya jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai atau seorang 

tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik hal tersebut dapat 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab juga 

dikatakan dalam al-qur’an, yaitu: 

ُّبمَِاُّ ُّنَفْسٍٍۢ ُّكُل 
كَسَبَتُّْرَهِيْنَة    

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”. 

(QS. Al-Muddassir:38). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang 

pasti memiliki tuntutan tanggung jawab. Oleh karena itu, apapun hal yang 

dilakukan harus memiliki pertimbangan yang matang karena pada akhirnya akan 

dimintai pertanggungjawabannya.13 Tanggung jawab merupakan nilai moral 

penting yang sangat dijunjung oleh masyarakat, karena dasarnya tanggung jawab 

ialah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan manusia. Maka 

 
13 Asmita Saputri, 2014, Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Terhadap Nilai Karakter 

Tanggung Jawab Siswa Di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi Thesis, hlm. 15-16. 
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sudah menjadi fitrah manusia, dalam arti sudah menjadi bagian dari kehidupan 

manusia. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW: 

ُِّ ُُِّّحَدَّثنََاُّعَبْدُُّاللَّّ ُِّبُّْبْنُُّمَسْلمََةَُّعَنُّْمَالِكٍُّعَنُّْعَبْدُِّاللَّّ ُُِّّبْنُِّدِيناَرٍُّعَنُّْعَبْدُِّاللَّّ ُّرَسُولَُّاللَّّ نُِّعُمَرَُّأنََّ

ُُّعَليَْهُِّوَسَلَُّّ ُّعَنُّْرَعِيَّتِهُِّفَالْْمَِيرُُّصَلَّىُّاللَّّ الَّذِيُّعَلَىُّالنَّاسُِّرَاعٍُُّّمَُّقَالَُّألًََُّكُل كُمُّْرَاعٍُّوَكُل كُمُّْمَسْئوُل 

ُّعَنْهُمُّْوَُّ جُلُُّرَاعٍُّعَلَيْهِمُّْوَهُوَُّمَسْئوُل  ُّعَنْهُمُّْوَالْمَرْأةَُُّرَاعِيةَ ُّعَلَىُُُّّّالرَّ عَلَىُّأهَْلُِّبيَْتهُِِّوَهُوَُّمَسْئوُل 

ُّعَنْهُُّفكَُل كُمُّْرَاعٍُُّّعْلِهَاُّوَوَلَدِهُِّوَهِيَُّمَسْئوُلةَ ُّعَنْهُمُّْوَالْعَبْدُُّرَاعٍُّعَلَىُّمَالُِّسَي ِدُِّبَيْتُِّبَُّ هُِّوَهُوَُّمَسْئوُل 

ُّعَُّ نُّْرَعِيَّتِهُِّوَكُل كُمُّْمَسْئوُل   

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik 

dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Ketahuilah bahwa setiap dari 

kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai 

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat 

manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab 

dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah 

pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, 

seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, 

dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah 

pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka 

setiap dari kalian adalah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya.” (HR. Sunan Abu Dawud No. 2539) 

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap manusia merupakan pemimpin yang 

memiliki tanggung jawab atas apa yang menjadi tangguhannya dan terhadap apa 

yang dilakukan. Sikap dan perilaku seseorang dalam pemenuhan tugas dan 

kewajibannya merupakan definisi daripada tanggung jawab, yang harus ia lakukan 

untuk dirinya sendiri, umat manusia, makhluk hidup lainnya, Negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab akan 

dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah untuk:14 

 

 
14 Ibid, hlm. 17. 
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a. Segala nikmat Allah yang telah diberikan  

b. Segala peraturan yang telah dibuat 

c. Segala perbuatan yang telah dikerjakan 

d. Segala janji yang telah diikrarkan. 

2. Aspek-aspek Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah suatu kemampuan untuk menentukan perilaku terhadap 

suatu tindakan atau tugas yang akan dilaksanakan dan kemampuan untuk 

mengambil resiko dalam melakukan suatu tindakan. Berikut ini adalah aspek-

aspek tanggung jawab menurut Burhanuddin: 

a. Kesadaran 

Sadar akan moral dan kejujuran, memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang 

fleksibel, dan dalam pengembangan pribadinya memiliki sikap yang produktif 

untuk memahami situasi dengan belajar sendiri 

b. Kecintaan atau Kesukaan 

Menunjukkan ekspresi cintanya kepada orang lain serta memiliki rasa empati dan 

keramahan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini karena individu 

memiliki kebutuhan terhadap orang lain dan memberikan potensi bagi dirinya. 

c. Keberanian 

Mampu dalam bertindak secara mandiri, dan mampu untuk melihat perilaku dari 

segi konsekuensi berdasarkan sistem nilai. 

Dari aspek-aspek di atas, aspek tanggung jawab tampak adanya kesadaran akan 

moral, nilai-nilai, etika, keterampilan perencanaan, memiliki sikap yang produktif 
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untuk pengembangan diri dan adanya hubungan interpersonal yang baik (empati, 

bersahabat) dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri.15 

3. Jenis Dan Ciri-Ciri Tanggung Jawab 

Menurut Tirtorahardjo tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari: (1) 

tanggung jawab kepada diri sendiri, (2) tanggung jawab kepada keluarga, (3) 

tanggung jawab kepada masyarakat, (4) tanggung jawab kepada Tuhan, dan (5) 

tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Berikut penjelasan dari ketiga jenis 

tanggung jawab berdasarkan wujudnya:16 

a. Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri 

Manusia sebagai makhluk hidup yang pada hakikatnya memiliki kepribadian yang 

sempurna, dalam bertindak, dalam mendefinisikan perasaan, dalam merasakan 

suatu keinginan dan dalam menuntut haknya. Namun, dalam menanggung 

keinginan dari hati manusia sebagai individu yang baik maka harus berani dalam 

mengambil suatu tindakan, walaupun hal tersebut terkadang berujung penyesalan.  

b. Tanggung Jawab Kepada Keluarga 

Tanggung jawab ini juga salah satu hal yang harus dipenuhi seseorang untuk 

keluarganya. Tanggung jawab tersebut tidak selalu dengan menjadi tulang 

punggung keluarga, namun bisa pula seperti tanggung jawab seorang anak dalam 

menyelesaikan pendidikannya dan dapat membanggakan orang tua. 

 

 
15 Parlina, 2016, Hubungan Antara Self Regulated Learning Dengan Tanggung Jawab 

Santri Tingkat Slta Di Pondok Pesantren Modern Zam - Zam Muhammadiyah Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Thesis, hlm. 11. 
16 Ibid, hlm. 12. 



17 
 

 
 

c. Tanggung Jawab Kepada Masyarakat 

Manusia merupakan makhluk sosial di tengah masyarakat dan tidak mungkin 

dapat hidup sendiri. Oleh karena itu manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara 

dan segala macam aktivitasnya terikat dengan masyarakat, lingkungan dan negara. 

Maka dari itu, setiap perilaku atau tindakan harus bertanggung jawab terhadap 

orang lain. Mengambil beban tanggung jawab pada masyarakat juga 

membutuhkan dalam bentuk tuntutan berupa sanksi dan norma-norma sosial 

seperti ejekan publik, hukuman penjara, dan banyak lagi. 

d. Tanggung Jawab Kepada Tuhan 

Manusia tidak hanya muncul di alam semesta ini dengan sendirinya, melainkan 

ada pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, 

manusia memiliki suatu kewajiban untuk mengabdi kepada-Nya, serta menjalani 

tuntutan dasar agama dan memenuhi segala kewajibannya terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk daripada perilaku bertanggung 

jawab terhadap Tuhan, contoh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu 

memiliki rasa berdosa dan bersalah saat tidak melaksanakan kewajibannya. 

e. Tanggung Jawab Kepada Bangsa Dan Negara 

Selain menjadi seorang warga negara yang tinggal di suatu negara dengan 

pemimpin menurut aturan yang ditetapkan oleh negara. Kita juga memiliki sebuah 

tanggung jawab terhadap bangsa dan negara sebagai warga negara yang baik. 

Contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah menjaga persatuan, 

kesatuan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Memnuhi tanggung jawab 
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ini bisa dilakukan melalui cara dengan mempersembahkan sebuah prestasi yang 

bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara.17 

Selanjutnya ciri-ciri dari sikap bertanggung jawab lainnya yang wajib dimiliki dan 

ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut: 1) Mampu melakukan 

tugas sesuai dengan yang diterima 2) Pengendalian diri dan disiplin dalam segala 

keadaan 3) Memiliki kesiapan saat diminta pertanggungjawaban atas tugas yang 

dijalankan 4) Selalu melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya 5) Selalu mengetahui konsekuensi dari tindakan yang diambil. 18 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Tanggung Jawab 

Menurut Sudani faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sebagai berikut:19 

a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban 

yang merupakan tanggung jawabnya. 

b. Kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri. 

C. Hukum Keluarga 

1. Pengertian Hukum Keluarga 

Secara istilah, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata “familierecht” 

(bahasa Belanda) atau “law of familie” (bahasa Inggris).  Tahir Mahmoud 

mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan 

berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum 

diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan, 

 
17 https://www.Gramedia.com/Best-Seller/Tanggung-Jawab/, diakses pada senin 25 Juli 

2022, pukul 19:30 WIB. 
18 M. Faisal Palefi, 2020, Perbandingan Sikap Tanggung Jawab Antara Siswa Yang 

Menetap Di Pondok Pesantren Dan Siswa Yang Tidak Menetap Di Pondok Pesantren Di Smks 

Walisongo Pacet Mojokerto. Universitas Isalm Majapahit: Bachelor Thesis, hlm. 13. 
19 Ibid, hlm. 15. 
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perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga. warisan, 

pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Menurut Prof. Soediman 

Kartohadiprodjo, hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang 

menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh 

akibatnya. Sedangkan menurut Prof. Ali Afandi, hukum keluarga adalah 

ketentuan secara menyeluruh yang mencakup hubungan hukum yang berkaitan 

dengan kekeluargaan sedaran dan kekeluargaan karena pernikahan. 

Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah aturan yang mengatur 

hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun non tertulis 

yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga sebab pernikahan. Ada 

dua pokok kajian dalam pengertian/definisi hukum keluarga, yaitu mengatur 

hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. 

Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat pada beberapa 

orang yang mempunyai leluhur yang sama. Sedangkan kekeluargaan karena 

perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara 

suami dan istri. Maka dari itu hukum keluarga dapat mencakup pernikahan, harta 

benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, 

pengampuan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada 

hubungannya dengan keluarga. 

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga 

Apabila dikaji tentang definisi yang dikemukakan pada pengertian hukum 

keluarga, maka dapat dikemukakan ruang lingkup kajian hukum keluarga. 

Memuat peraturan tentang: 
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a) Perkawinan, termasuk hubungan-hubungan yang bercorak hukum harta antara 

suami- isteri (huwelijksgoederecht) 

b) Hubungan antara orang tua dan anak (ouderlikemacht) 

c) Hubungan antara wali dan anak yang diawasi (voogdij) 

d) Harta benda dalam perkawinan 

Namun, bahwasanya didalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada 

kajian perkawinan, perceraian dan harta benda dalam perkawinan karena apabila 

mengkaji ketiga hal itu, telah mencakup secara singkat tentang pembahasan 

kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. 

3. Sumber Hukum Keluarga 

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga 

tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, dan traktat, sedangkan sumber hukum keluarga tidak 

tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalm kehidupan 

masyarakat. Sumber hukum keluarga tertulis, antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

2) Peraturan Perkawinan Campuran (Regelijk op de Gemengdehu welijk, Stb. 

1898 Nomor 158). 

3) Ordinasi perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon, 

Stb.1933 Nomor 74. 

4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 

Rujuk (beragama Islam). 

5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Yahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor  45 Tahun 1990 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Sipil. 

Disamping itu, yang menjadi sumber hukum keluarga tertulis adalah Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi 

Hukum Islam ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. 

4. Jenis Tanggung Jawab Dalam Hukum Keluarga 

Tanggung jawab dalam hukum keluarga dapat dibeda-bedakan menjadi tiga 

macam, yaitu:20 

1) Tanggung jawab antara suami-istri 

2) Tanggung jawab orang tua dengan anaknya  

3) Tanggung jawab terhadap harta dalam perkawinan 

D. Perkawinan 

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Perkawinan dalam Islam yaitu, nikah itu sendiri berasal dari kata nakaha yang 

berarti nikah. Nakihun yang berarti mempelai laki-laki dan nakihatun yang berarti 

mempelai perempuan. Makna nikah secara harafiah dalam ilmu bahasa adalah 

dham, yang memiliki arti menekan, menindih atau bersama. Makna nikah yang 

mengandung arti kiasan yakni wathaa yang berarti berhubungan tubuh atau aqad 

yang berarti kontrak atau perjanjian pernikahan. Adapun hakikat daripada 

pernikahan yaitu akad nikah yang diadakan antara calon suami istri yang 

memungkinkan mereka bersatu sebagai suami istri dalam membentuk keluarga. 

 
20 https://www.slideshare.net/Sugiessssss/hukum-keluarga/ diakses pada tanggal 18 Maret 

2022 pada pukul 12:00. 
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Disarankan bagi suami istri yang akan menikah untuk mengetahui dan 

melaksanakan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam selama menjalankan 

perkawinan, dikarenakan perkawinan merupakan suatu ibadah umum dalam 

Islam. 21 

Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan secara lahir maupun batin dalam berumah tangga maupun 

berkeluarga untuk hidup bersama serta berhubungan dengan kerabat dan 

bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama dan untuk 

berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam, serta dalam perikatan 

yang terjadi antara keduanya suami dan istri tersebut patutlah untuk melaksanakan 

petunjuk dan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan 

menurut Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang mempunyai akibat hukum 

bagi agama kedua belah pihak calon mempelai dan keluarganya. Dengan 

membentuk keluarga bahagia, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah sebagai 

tujuan daripada pernikahan tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 

bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Unsur-unsur perkawinan dalam Islam: 

1) Adanya ikatan lahir batin; 

2) Seorang laki-laki, dan seorang perempuan; 

3) Hidup bersama untuk menciptakan keturunan; 

 
21 Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

Jakarta: Kencana, hlm. 275. 
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4) Dilakukan berdasarkan pada syariat agama Islam; 

5) Bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.22 

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan 

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Menurut pandangan dari pengertian perkawinan Pasal 1 UU 

perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan tersebut 

dipandang dari dua aspek yaitu : 

a) Aspek hukum, yang dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya 

perkawinan tersebut terdapat sebuah nilai ikatan secara lahir yang ada, dan 

juga ada ikatan batin yang dapat dirasakan oleh pihak suami dan istri dalam 

perkawinan itu, karena ikatan batin tersebut merupakan inti dalam suatu 

perkawinan.  

b) Aspek agama, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tersebut memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani 

namun unsur batinpun berperan penting.23  

 
22 Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, Hukum dan Hukum Islam, Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, hlm. 79. 
23 Titik Triwulan, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum National, Jakarta: Kencana, 

hlm. 14. 
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3. Tujuan Perkawinan 

Tujuan daripada perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan 

menyatakan bahwa Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.24 Membentuk 

hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam satu tempat yang di sebut rumah 

kediaman keluarga bersama, hal ini merupakan pengertian dari membentuk rumah 

tangga.25 Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal dan sejahtera. 

Bahagia memiliki arti yaitu terciptanya rasa damai, aman, tentram, adanya 

kerukunan serta saling menyayangi satu sama lain. Sejahtera artinya cukup dalam 

kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang layak bagi keluarga.26 Kekal 

artinya diharapkan pernikahan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan 

abadi untuk selamanya, maka UU perkawinan menganut prinsip untuk 

mempersulit terjadinya perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada 

alasan-alasan yang kuat serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam. 

Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki arti bahwa 

perkawinan itu merupakan ajaran agama yang dikaruniai oleh Tuhan kepada 

manusia karena manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya yang beradab, maka 

perkawinan itu bukan karena semata-mata kemauan oleh para pihak saja 

melainkan perintah agama. Maka dari itu, perkawinan di lakukan dengan tata cara 

 
24 K. Wantjik Saleh, 2012, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 

14. 
25Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, hlm. 85. 
26 As-Subki dan Ali Yusuf, 2007, Fiqih Keluarga, Jakarta: Kencana, hlm 291. 
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yang telah diajarkan sesuai syariat agama yang berkeadaban pula. Sebagaimana 

secara rinci telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perkawinan bertujuan 

membangun keluarga/rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah untuk 

mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Tujuan perkawinan untuk menjaga dan memelihara keturunan tetap relevan 

sampai sekarang, kecuali dalam masyarakat orang tua yang ikatan kekerabatannya 

sudah renggang, seperti yang sering terjadi di kalangan masyarakat Jawa, dan juga 

dalam keluarga dengan perkawinan campuran yang berbeda ras suku bangsa atau 

antara agama yang berbeda.27 Bagi masyarakat hukum adat terkait, tujuan 

perkawinan adalah untuk melahirkan dan meneruskan keturunan generasi baru, 

yang menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu bapakan untuk 

kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk melestarikan nilai-nilai 

tradisional budaya, dan untuk mempertahankan kewarisan.  

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan memuliakan 

agama, meneruskan garis keturunan, menghindari maksiat, dan menciptakan 

lingkungan keluarga yang damai dan tertib. Sebagian besar para ulama 

berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah syariat, apabila ditakutkan 

akan terjerumus dalam perzinaan dan mampu untuk melaksanakan sebuah 

perkawinan maka hukumnya menjadi wajib, kecuali perkawinan itu dilakukan 

dengan niat buruk dan dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri, baik 

 
27 Ibid, hlm. 292. 
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nafkah lahir maupun nafkah batin, maka perkawinan itu hukumnya menjadi 

haram28 

4. Hukum Menikah Dalam Syariat Islam 

a) Hukum Menikah 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Sementara 

mazhab al-Zahir mengatakan bahwa perkawinan itu wajib, ulama maliki at-Tahir 

berpendapat menyatakan bahwa bagi sebagian orang itu wajib, bagi sebagian lain 

sunnah, dan bagi sebagian mazhab diperbolehkan karena ditakutkan dengan 

masalah dan kesulitan dirinya dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.29  

Dengan demikian hukum nikah dapat berbeda-beda tergantung pada status pelaku, 

dengan mempertimbangkan kepentingan. yaitu: 

1) Wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan ia telah 

terdesak oleh syahwatnya untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan 

akan terjerumus dalam praktik perzinaan. 

2) Sunnah, yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan juga 

yang telah terdesak oleh syahwatnya akan tetapi ia masih mampu menahan 

diri dari perbuatan yang dilarang agama. 

3) Makruh, yaitu bagi orang yang lemah syahwatnya namun tidak mampu 

memberi nafkah istrinya dan menjalankan kewajibannya dalam perkawinan 

tersebut. 

 
28 Ibid, hlm. 293. 
29 Ahmad Rafi Baihaqi, 2006, Membangun Syurga Rumah Tangga, Surabaya: Gita Media 

Press, hlm. 10-12. 
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4) Mubah, yaitu bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan 

untuk segera menikah atau karena sebab-sebab yang mengharamkannya 

untuk menikah. 

5) Haram, yaitu bagi orang yang menikah hanya karena untuk balas dendam 

atau motif kejahatan lainnya dan juga bagi yang tidak mampu menunaikan 

kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya 

belum mendesak. 

b) Larangan Perkawinan 

Menurut pandangan Hukum Perkawinan Islam, alasan dan faktor bagi keharaman 

perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut 

penghalang-penghalang perkawinan (mawani'u an-nikah). Penghalang perkawinan 

adalah “pertalian antara serorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan 

pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau 

keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad 

perkawinan”.30 Adapun larang untuk menikah menurut Hukum Islam, dilarang 

melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang 

merupakan muhrim atau mahramnya yang terdiri dari: 

a) Diharamkan karena keturunan, yaitu: 

1) Ibu dan seterusnya keatas 

2) Anak perempuan dan seterusnya kebawah 

3) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu 

4) Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu) 

5) Bibi (saudara ayah, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu) 

 
30 Nunung Rodliyah, 2019, Hukum Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 133. 
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6) Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan) 

7) Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah. 

b) Diharamkan karena sesusuan Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan 

sesusunan yaitu: 

1) Ibu yang menyusui 

2) Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan 

c) Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan 

perkawinan karena alasan semenda yaitu: 

1) Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas baik ibu dari nasab maupun dari 

sesusuan 

2) Anak tiri (anak istri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur 

dengan ibunya 

3) Istri ayah dan seterusnya keatas 

4) Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas. 

d) Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara 

waktu (QS. An-Nisa’: 24), yaitu:31 

لِكُمُّْأنَُّ اُّوَرَآٰءَُّذَ  ُّلكَُمُّمَّ ُِّعَلَيْكُمُُّّْۚوَُّأحُِلَّ بَُّٱللََّّ ُّمَُّاُّمَلكََتُّْأيَْمَ ُّنكُُمُُّّْۖكِتَ  تُُّمِنَُّٱلن سَِآٰءُِّإِلًَّ وَٱلْمُحْصَنَ 

ُّفرَِيضَةاُّۚ ُّفـََٔاتوُهُنَُُّّّأجُُورَهُنَّ فِحِينَُُّّۚفمََاُّٱسْتمَْتعَْتمُُّبِهۦُِّمِنْهُنَّ حْصِنيِنَُّغَيْرَُّمُسَ  لُِّكُمُّم   تبَْتغَوُاُّ۟بأِمَْوَ 

ُّبعَْدُِّٱلْفرَِيضَةُُِّّۚ ضَيْتمُُّبِهۦُِّمِنٍۢ  وَلًَُّجُنَاحَُّعَلَيْكُمُّْفِيمَاُّترََ 

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 

yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah 

kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 

 
31 Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. Op cit, hlm 84. 
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kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu”. 

(QS. An-Nisa’: 24). 

 

1) Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan 

perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa iddahnya 

2) Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram untuk dinikahi 

kembali oleh mantan suaminya kecuali perempuan tersebut telah dinikahi 

oleh laki-laki lain dan digauli. Kemudian apabila perempuan tersebut 

dicerai oleh suaminya dan habis masa iddahnya barulah boleh dinikahi 

oleh mantan suaminya yang pertama/sebelumnya, namun dengan suatu 

catatan bahwa perkawinan dan perceraian si mantan istri tersebut bukanlah 

rekayasa atau dibuat-buat oleh pihak mantan suami 

3) Menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu secara bersamaan 

kecuali salah satu dari perempuan tersebut telah dicerai atau meninggal 

dunia atau pula menikahi perempuan lebih dari empat 

4) Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam. 

UU perkawinan juga mengatur masalah larangan dalam melaksanakan 

perkawinan ini antara dua orang yang termasuk dalam Pasal 8 sampai dengan 

Pasal 10 UU perkawinan, antara lain: 

Pasal 8 

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak 

tiri; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 
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dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 

dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin 

lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-

undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Maka dari itu seyogyanya pihak laki-laki dan perempuan yang akan 

melangsungkan pernikahan perlu untuk diperhatikan hubungan pihak yang satu 

dengan pihak lainnya, agar semua syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan 

terpenuhi. 

c) Rukun Dan Syarat Perkawinan 

Perkawinan dalam hukum Islam terkandung rukun dan syarat untuk 

melaksanakannya, rukun serta syarat itu merupakan hal yang wajib untuk 

dipenuhi dan merupakan hal yang penting dalam perwujudan dan pemenuhan 

hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Rukun dalam 

perkawinan merupakan unsur penentu bagi sah tidaknya suatu perkawinan. 
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Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah suatu unsur atau bagian dari akad 

pernikahan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perkawinan tersebut. 

Menurut pasal 2 UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan 

dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus 

dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa 

perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

Terdapat rukun-rukun dalam melangsungkan sebuah pernikahan yaitu terdapat 

dalam Pasal 14 KHI untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

a. Calon istri 

b. Calon suami 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan Qabul.32 

Adapun syarat daripada rukun-rukun tersebut menurut Jumhur Ulama, yaitu:33 

a) Syarat bagi calon suami 

1) Beragama Islam 

2) Laki-laki asli 

 
32 Beni Ahmad Saebeni, 2008, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang 

Bandung: Pustaka Setia, hlm. 143. 
33 Wati Rahmi Ria, 2017, Hukum Keluarga Islam, Bandar Lampung, hlm. 43. 
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3) Tidak memiliki empat orang istri 

4) Tidak ada paksaan serta sehat jasmani dan rohani 

5) Tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan semenda dengan calon istri 

b) Syarat bagi calon istri 

1) Beragama Islam 

2) Perempuan asli 

3) Tidak ada paksaan serta sehat jasmani dan rohani 

4) Tidak bersuami, dan tidak sedang dalam masa iddah 

5) Tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan semenda dengan calon suami 

c) Syarat bagi wali nikah 

1) Laki-laki 

2) Dewasa 

3) Mempunyai hak perwalian 

4) Tidak terdapat halangan perwalian 

d) Syarat bagi saksi nikah 

1) Minimal dua orang laki-laki 

2) Hadir dalam ijab qabul  

3) Dapat mengerti maksud akad 

4) Islam 

5) Dewasa 

e) Syarat Ijab Qabul 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut  
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4) Antara ijab dan qabul bersambungan 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 

umrah 

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon 

mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 

Hakikat dari suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan 

menikah. Namun, hukum nasional menetapkan batasan usia bagi calon mempelai 

baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Hal ini demi kemaslahatan bagi 

perkawinan tersebut dan keluarga, yang mana perkawinan hanya dimungkinkan 

jika calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun 

untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon 

mempelai perempuan.34 

Setelah adanya kedua mempelai, kemudian selanjutnya adanya wali nikah. Dalam 

sebuah perkawinan itu sendiri wali merupakan seorang yang bertindak atau 

mewakili atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah 

dilakukan oleh pihak laki-laki yakni mempelai laki-laki itu sendiri yang akan 

melaksanakan pernikahan tersebut dan pihak perempuan yang diwakilkan oleh 

wali nikahnya. 

Suatu perkawinan didalamnya terdapat lafadz nikah, hal ini merupakan sebagai 

suatu perbuatan hukum yang artinya serah terima dalam perkawinan oleh pihak 

wali nikah dari calon istri kepada calon suaminya. Dengan kata lain bahwa dalam 

 
34 Beni Ahmad Saebeni, Op cit, hlm. 149. 
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perkawinan Islam harus ada Ijab dan Qabul. Faktor yang menjadi sahnya 

perkawinan menurut Hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan 

dan qabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah 

yang disaksikan oleh dua orang saksi. 

Berdasarkan UU Perkawinan, syarat merupakan unsur dan bagian yang harus 

dipenuhi saat akan melaksanakan sebuah perkawinan, syarat-syarat tersebut antara 

lain:   

a) Adanya persetujuan oleh para pihak yaitu kedua calon mempelai laki-laki dan 

perempuan 

b) Bagi seorang yang ingin melaksanakan perkawinan namun belum mencapai 

batas umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu 

orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya 

apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia   

c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila ada penyimpangan 

harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang 

tua pihak pria maupun wanita   

d) Calon mempelai harus memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UU 

Perkawinan bagi yang masih terikat dalam sebuah perkawinan dengan orang 

lain, dikarenakan orang tersebut tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi 

unsur dalam pasal tersebut. 

e) Apabila seorang suami dan istri yang telah bercerai namun kawin lagi dengan 

orang yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya 

f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 
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Al-Qur’an 

dan 

Hadits 

E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Keterangan: 

Berdasarkan pada table kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan bahwa hukum 

islam dan hukum nasional telah mengatur mengenai ketentuan dalam kehidupan 

rumah tangga setelah dilaksanakannya perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan, yang pada khususnya yaitu mengenai tanggung jawab dalam 

perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum 

Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

Kompilasi Hukum Islam 

Tanggung Jawab Suami dan 

Istri Dalam Perkawinan 

 

Apa saja yang menjadi tanggung 

jawab suami dan istri dalam 

hukum keluarga? 

Bagaimana analisis hukum 

terhadap tanggung jawab suami 

dan istri dalam perpektif hukum 

keluarga Islam? 

 

Hukum Keluarga Islam 
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yang mengikat antara kedua belah pihak, yang mana setelah melaksanakan 

perkawinan kedua belah pihak akan menerima peran baru yaitu laki-laki sebagai 

seorang suami dan perempuan sebagai seorang istri, keduanya akan diberikan 

tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab tersebut bukanlah 

suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul 

tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Karena tanggung jawab 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang 

menerimanya. Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisis tentang tanggung jawab 

setelah perkawinan tersebut, maka perlu mengetahui apa saja yang menjadi 

tanggung jawab suami dan istri dalam hukum keluarga dan bagaimana analisis 

hukum terhadap tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga 

Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik demi 

mendapatkan hasil penelitian yang baik. Sehingga akan mudah memperoleh data  

yang bisa mewakilinya. Berkaitan dengan metode penelitian, dalam penyusunan  

sebuah penulisan hukum ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:35 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan kaidah hukum, asas 

hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang 

ada. Hal tersebut sejalan dengan sifat normatif ilmu hukum. Maka jenis penelitian 

yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian normatif merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan dengan melalui metode studi kepustakaan untuk mencari data dan 

sumber data dalam membantu memecahkan pokok permasalahan.36  Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka pustaka khususnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan Islam. Selama bahan-bahan 

hukum yang dipakai tersebut memuat dasar hukum didalam penelitian ini, 

sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang tanggung jawab 

 
35 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 35. 
36 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra aditya 

bakti, hlm. 33-34. 



38 
 

 
 

suami dan istri dalam perkawinan Islam, serta bahan-bahan pustaka lain yang 

berupa literatur dan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan isi 

pembahasan, dalam hal ini adalah berkaitan dengan konsep daripada tanggung 

jawab suami dan istri dalam perkawinan Islam menurut Hukum Islam, Undang-

undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. 

B. Tipe Penelitian 

Berdasarkan dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, 

maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, 

penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan akan suatu hal yang dikaji dengan 

tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran (deskripsi) secara utuh tentang 

kondisi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat ditempat tertentu dan pada 

waktu tertentu.37 Pada penelitian ini menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis 

serta diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam 

memaparkan tentang tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan Islam. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dengan melalui langkah-langkah yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan proses daripada penyelesaian dan pemecahan dalam suatu 

masalah tersebut, sehingga hal tersebut untuk mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

 
37 Ibid, hlm. 35. 
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dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang ditangani.38 

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah kumpulan informasi dari berbagai 

sumber yang diperlukan untuk melakukan suatu penelitian, data terdiri dari dua 

sumber yaitu meliputi data lapangan dan kepuastakaan.39 Dalam penelitian ini, 

data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari bahan pustaka yang 

diambil dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.40 Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: 

1) Al-Quran 

2) Hadits 

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bab VI Pasal 

30 – Pasal 34, bab VII Pasal 35 – Pasal 37, bab X Pasal 45 – Pasal 47) 

4) Inpres Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Bab V 

Pasal 30, bab XII Pasal 77– Pasal 83, bab XIII 85 – Pasal 90, bab XIV Pasal 

98 – Pasal 106). 

 
38 Ibid, hlm. 36. 
39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukom Normaty, Jakarta: Grafindo 

Persada, hlm. 15. 
40 Ibid, hlm. 16. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan 

hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dari bahan kepustakaan, berupa buku-buku ilmu hukum, bahan 

kuliah, hasil karya dari kalangan hukum lainnya maupun segala macam 

literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang 

dibahas. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang bertujuan untuk  

memberikan petunjuk atau penjelasan lebih dalam terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, artikel-artikel dari 

internet, majalah, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya tulis ilmiah dan 

tentunya berkenaan dengan hukum perkawinan Islam. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode 

studi pustaka (library research). Metode studi pustaka atau library research adalah 

penelaahan terhadap informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai 

sumber serta telah dipublikasikan secara luas dan umum serta dibutuhkan 

penelitian hukum normatif.41 Penelitian dengan menggunakan metode studi 

pustaka ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber terlebih dahulu 

baik dari sumber data maupun bahan hukum sekunder yang digunakan dan 

memberikan informasi yang diminta. Adapun tahapan tersebut, yaitu: 

a. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). 

b. Identifikasi data sekunder. 

 
41 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105. 
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c. Inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara 

pengutipan atau pencatatan. 

d. Pemeriksaan data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya 

dengan kebutuhan dan rumusan masalah sesuai dengan judul penelitian ini. 

F. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah proses pemeriksaan kelengkapan data relevansinya sesuai 

dengan permasalahan yang muncul pada hasil pengumpulan data. Setelah data 

tersebut telah diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data 

tersebut dan dapat diolah sebagaimana prosedur dari pengolahan data pada 

penelitian ini, prosedur pengolahan data diambil dari langkah-langkah berikut. 

sebuah. Validasi data 

a. Pemeriksaan data 

Pemeriksaan data dilakukan untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan 

serta apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti, kemudian selanjutnya apabila ada data yang salah maka akan dilakukan 

perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi. 

b. Klasifikasi data 

Klasifikasi data mengandung simbol dan kata-kata khusus yang menjelaskan 

tujuan pencatatan data yang diterima sebagai angka atau kelompok dan 

mengklasifikasikan data berdasarkan sumber, mengelompokkan data berdasarkan 

data yang diterima dan input. 
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c. Sistematika data 

Sistematika data yaitu penyusunan data sesuai dengan urutan permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini, serta mengurutkan data-data yang didapatkan dengan 

tujuan untuk menciptakan data yang teratur, runtun, logis, serta tidak ada tumpang 

tindih. 

G. Analisis Data 

Data yang dihasilkan dalam penelitian kemudian disajikan dengan melalui analisis 

data yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mencakup analisis data yang 

berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Hasil analisis dilakukan 

dengan menginterpretasikan data penelitian dan menyajikan hasilnya secara 

sederhana dan sistematis Analisis secara kualitatif juga menjelaskan dan 

memahami data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, 

tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.42 

Data dalam penelitian ini akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya 

kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat sambung, diisi dengan kalimat-kalimat 

yang jelas, teratur, dan disusun secara sistematis dengan menyertakan gambaran 

dan kesimpulan yang jelas, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara 

induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti. 

 

 

 
42 Abdulkadir Muhammad, Op cit, hlm. 37. 
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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga yang dapat 

dilihat dalam Al-Qur’an dan Hadits, Undang-Undang Perkawinan serta 

Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pertama, tanggung jawab suami istri, yakni 

tanggung jawab suami berupa memberi mahar, nafkah dan memberi pelajaran 

pada istrinya, sedangkan tanggung jawab istri yaitu menjaga harta dan 

kehormatannya, menaati suami, serta mengatur dan mengurus rumah tangga. 

Kedua, tanggung jawab terhadap anak yaitu memberi nasab yang baik, 

memberikan susu (rada’ah), mengasuh (hadlanah) serta memberikan 

pendidikan yang baik untuk anak tersebut. Ketiga, tanggung jawab terhadap 

harta, suami dan istri bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

harta bersama dalam perkawinan. 

2. Analisis hukum terhadap tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif 

hukum keluarga Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits, Undang-

Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yakni memiliki 

keharmonisan dalam mengatur tanggung jawab suami dan istri dalam 

perkawinan. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan, disarankan untuk 

mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mempelajari dan mengetahui 

tanggung jawab dalam perkawinan serta diperlukan pula kesadaran hukum 

akan tanggung jawab yang diberikan, agar dapat terhindar dari pertengkaran 

dalam kehidupan rumah tangga dan dapat menciptakan hubungan yang 

harmonis dalam suatu perkawinan. 

2. Bagi pemerintah, berusaha untuk mengupayakan agar masyarakat menjadi 

tahu dan sadar hukum terutama dalam hal tanggung jawab dalam perkawinan, 

untuk itu diperlukan adanya sosialisasi atau bimbingan pranikah yang tersedia 

bagi seluruh masyarakat yang akan melaksanakan sebuah perkawinan yang 

bertujuan untuk membimbing pasangan yang akan menikah memiliki 

kesiapan untuk menjalani kehidupan dalam perkawinan. 
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